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KEMENKO.EKON. KUR. Pedoman Pelaksanaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah, telah didelegasikan dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah mengenai pedoman
pelaksanaan kredit usaha rakyat;

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu penambahan
ketentuan agar peserta penerima kredit usaha rakyat

kecil dapat menjadi peserta aktif dalam program jaminan
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Mengingat

sosial ketenagakerjaan;

bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden pada
Rapat Terbatas tanggal 5 April 2021 tentang Peningkatan
Porsi Kredit Perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil,
perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan kredit usaha
rakyat;

bahwa untuk perluasan penyaluran kredit usaha rakyat
kepada klaster komoditas industri usaha mikro, kecil,
dan menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang
bisa dikembangkan menjadi kredit usaha rakyat khusus,
perlu penambahan ketentuan kredit usaha rakyat
khusus;

bahwa untuk mengakomodir tuntutan perkembangan
dan kebutuhan hukum dalam pemulihan ekonomi
nasional, perlu diatur kembali pedoman pelaksanaan
kredit usaha rakyat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916):

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 64);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 934);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 934), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Agunan KUR terdiri atas:

a. agunan pokok; dan
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b. agunan tambahan.

(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai
oleh KUR.

(3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b untuk KUR  kecil diatas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan KUR
khusus sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur
KUR.

(4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak dipersyaratkan bagi KUR super
mikro, KUR mikro, KUR kecil sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan KUR

penempatan tenaga kerja Indonesia.

Menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7) setelah ayat (6)
Pasal 18, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR
dengan jumlah diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.

(2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam
persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan
Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.

(3) Jangka waktu KUR mikro:

a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; atau

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk
kredit/pembiayaan investasi,

dengan grace period sesuai dengan penilaian

Penyalur KUR.

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau
restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), khusus untuk
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kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang
menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk
kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang
menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak
tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan
grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima
KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku
Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala
dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo
sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR
dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan
skema pembiayaan masing-masing penerima.
Penerima KUR mikro yang bermasalah
dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai
ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan
ketentuan  diperbolehkan penambahan plafon
pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan
Penyalur KUR masing-masing.

Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan

jumlah yang tercantum dalam akad.

Mengubah ayat (6) dan menyisipkan 2 (dua) ayat yakni

ayat (6a) dan ayat (6b) diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal

19, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima
KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf g.

Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
f harus mempunyai usaha produktif dan layak
dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam)
bulan.

Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g telah mengikuti
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